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Abstract: This research explores the integration of Nusantara Philosophy in the Indonesian
legal system, focusing on the role of customary law as the main manifestation of local values
that have taken root in people’'s lives. Recognition of customary law as a valid source of law is
reflected in various laws, including Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and
Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. Experts such as Van Vollenhoven and
Satjipto Rahardjo emphasize the im-portance of customary law as a reflection of cultural
values and dynamic social norms. In addition, therapeutic approaches and legal pluralism,
which reflect harmony and balance in the Archipelago Philosophy, are increasingly accepted
in resolving legal conflicts in Indonesia. However, significant challenges arise in harmonizing
traditional values with modern legal and more universal and le-galistic legal principles. This
research emphasizes the importance of ongoing dialogue between stakeholders to ensure that
the integration of Indonesian Philosophy is symbolic and substantive. In this way, Philosophy
Nusantara can continue to act as the main pillar in developing inclusive and socially just law
in Indonesia while maintaining local identity and wisdom.

Keyword: indonesian philosophy; customary law; indonesian legal system; legal
harmonization; legal plu-ralism.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum
Indonesia, dengan fokus pada peran hukum adat sebagai manifestasi utama nilai-nilai lokal
yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan hukum adat sebagai sumber
hukum yang sah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal
18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria. Para ahli seperti Van Vollenhoven dan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya
hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis. Selain
itu, pendekatan terapeutik dan pluralisme hukum yang mencerminkan keselarasan dan
keseimbangan dalam Filsafat Nusantara semakin diterima dalam menyelesaikan konflik
hukum di Indonesia. Namun demikian, muncul tantangan yang signifikan dalam
menyelaraskan nilai-nilai adat dengan hukum modern dan asas-asas hukum yang lebih
universal dan legalistik. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan
antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Indonesia
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bersifat simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan
sebagai pilar utama dalam pengembangan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial di
Indonesia dengan tetap menjaga jati diri dan kearifan lokal.

Kata Kunci: filsafat indonesia, hukum adat, sistem hukum indonesia, harmonisasi hukum,
pluralisme hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan keberagaman budaya, Indonesia memiliki kekayaan filsafat
yang berkembang dari kearifan lokal dan tradisi turun-temurun yang dikenal sebagai Filsafat
Indonesia. Filsafat ini mencerminkan cara hidup masyarakat di berbagai daerah kepulauan dan
mengandung nilai-nilai yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum.
Filsafat nusantara, dengan prinsip-prinsip seperti kerja sama, keadilan sosial, dan keselarasan
dengan alam, telah menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan dan
pengembangan teori hukum di Indonesia (Suliyati, 2017) .

Perkembangan teori hukum di Indonesia haruslah berbeda dengan konteks budaya dan
sosialnya yang unik. Sejak masa prakolonial hingga pascakemerdekaan, hukum di Indonesia
senantiasa berinteraksi dengan nilai-nilai lokal masyarakat. Nilai-nilai tersebut, yang tertanam
dalam Falsafah Nusantara, berperan dalam membentuk pendekatan hukum yang tidak hanya
menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (Siraj, 2022) . Misalnya, konsep Pancasila sebagai
dasar negara mencerminkan integrasi langsung Falsafah Nusantara dalam kerangka hukum
nasional, menjadi pedoman dalam pembentukan hukum dan kebijakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi, pengaruh Filsafat Nusantara terhadap teori hukum di Indonesia tidak hanya
terbatas pada aspek normatif saja. Nilai-nilai lokal tersebut juga tercermin dalam praktik
hukum sehari-hari, khususnya dalam sistem hukum adat yang diakui sebagai bagian integral
dari hukum nasional (Langton, 2014) . Selain itu, pendekatan terapeutik yang makin diterima
dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai
keselarasan dan keseimbangan yang dipegang teguh dalam Filsafat Nusantara (Tiffin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Filsafat Nusantara
memengaruhi perkembangan teori hukum di Indonesia. Melalui analisis historis dan
kontekstual, akan dieksplorasi peran Filsafat Indonesia dalam membentuk sistem hukum unik
yang mencerminkan identitas budaya Indonesia. Selain itu juga akan dibahas tantangan yang
dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum modern dan prospek
masa depan (Kameo, 2021) . Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi untuk lebih memahami hubungan antara budaya dan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh Filsafat
Nusantara dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena sifat
kompleksitas fenomena yang diteliti, yaitu integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem
hukum nasional (Rahardjo, 2009). Sebagai metode pengumpulan data utama, penelitian ini
mengandalkan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan,
termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, tesis, dan disertasi (Nurlaelawati & Salim,
2017). Data tersebut digunakan untuk mendalami hubungan antara filsafat Indonesia dan teori
hukum di Indonesia.

Proses kajian pustaka dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci yang
sesuai dengan topik, seperti "filsafat Indonesia,” "hukum adat,” dan "sistem hukum Indonesia."”
Setelah itu, pustaka dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan kontribusinya dalam
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memperjelas hubungan antara Filsafat Nusantara dan teori hukum (Lev, 2000). Teknik analisis
data yang digunakan meliputi analisis isi dan tematik, yang memungkinkan identifikasi tema
utama dan konsep kunci (Hutabarat, 2022a). Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk
narasi untuk menunjukkan peran dan relevansi Filsafat Nusantara dalam pengembangan hukum
di Indonesia, sekaligus menguraikan tantangan serta peluang dalam mengintegrasikan nilai-
nilai ini ke dalam sistem hukum modern (Juwana, 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian
diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontribusi nilai-nilai budaya
lokal terhadap sistem hukum Indonesia serta cara-cara untuk memperkuat integrasi nilai-nilai
tersebut dalam kerangka hukum nasional yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Integrasi Filsafat Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat sebagai salah satu perwujudan falsafah Nusanta-ra yang paling autentik
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan hukum
adat sebagai sumber hukum yang sah tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-
undangan, termasuk dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen konstitusional untuk menghormati dan
melestarikan kebijakan-kebijakan daerah yang telah mengakar kuat dalam kehidupan
masyarakat Indonesia.

Pentingnya hukum adat dalam struktur hukum Indonesia telah lama ditekankan oleh
para pakar hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn (Machfudiyanto dkk., 2023)
. Dalam karyanya tentang hukum adat di Hindia Belanda, VVan VVollenhoven menyatakan bahwa
hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang hidup dalam
masyarakat, oleh karena itu harus diakui dan dilestarikan dalam sistem hukum nasional (Wood,
2020) . la juga menegaskan bahwa hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga hukum
ini dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat
(Machfudiyanto dkk., 2023) .

Ter Haar Bzn. menekankan pentingnya pendekatan fungsional dalam memahami
hukum adat. Menurutnya, hukum adat tidak dapat dipahami hanya melalui teks atau aturan
tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks praktik dan interaksi sosial yang terjadi dalam
masyarakat (Wiratraman, 2022) . Pandangan ini memperkuat argumen bahwa hukum adat
merupakan hukum yang hidup dan terus berkembang, sehingga harus diperlakukan sebagai
bagian yang hidup dari sistem hukum Indonesia, bukan sekadar warisan budaya yang statis.

Namun, harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional masih menjadi persoalan
yang kompleks. Beberapa pakar, seperti Soetandyo Wignjosoebroto, menggarisbawahi adanya
potensi konflik antara asas-asas hukum adat yang bersifat lokal dan kontekstual dengan hukum
nasional yang bersifat lebih universal dan baku (Roestamy, 2022) . Wignjosoebroto mencatat
bahwa harmonisasi ini memerlukan pendekatan yang peka terhadap kekhasan lokal tanpa
mengabaikan kebutuhan untuk menciptakan kesatuan hukum di tingkat nasional (Zulfikar,
2017) . la juga menyarankan adanya dialog yang berkelanjutan antara berbagai sistem hukum
untuk mencapai keselarasan yang harmonis, di mana hukum adat dapat terus menjadi pilar
penting dalam menjaga keadilan sosial dan kohesi masyarakat.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam konteks modernisasi dan unifikasi
hukum, hukum adat tetap berkontribusi dalam menjaga pluralisme hukum di Indonesia.
Pengakuan hukum adat penting tidak hanya untuk melindungi identitas budaya lokal tetapi juga
untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia tetap inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan semua lapisan masyarakat. Sebagai hukum yang hidup, hukum adat diharapkan
terus beradaptasi dan berkembang dengan tetap menjaga hakikat kearifan lokal yang menjadi
ciri khasnya.
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Pendekatan Restoratif dan Pluralisme Hukum sebagai Refleksi Filsafat Indonesia

Pendekatan restoratif dalam penyelesaian konflik semakin populer di Indonesia.
Pendekatan ini berakar pada nilai-nilai harmoni dan keseimbangan yang tercermin dalam
Falsafah Nusantara. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik melalui dialog dan
mediasi, dengan mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Falsafah Nusantara yang
menempatkan musyawarah sebagai salah satu pilar kehidupan bermasyarakat, mendukung
pendekatan ini karena sejalan dengan cara masyarakat tradisional Indonesia dalam
menyelesaikan pertikaian.

Menurut Nurlaelawati & Salim, (2017) , menekankan pentingnya pemulihan hubungan
antar warga negara yang rusak akibat konflik. Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif
memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk terlibat aktif dalam
proses penyelesaian, yang pada akhirnya menghasilkan penyelesaian yang lebih memuaskan.
Selain itu, Lev, (2000) mendukung pendekatan terapeutik dengan menekankan bahwa
pendekatan ini dapat menurunkan angka residivisme karena berfokus pada pemulihan
hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hukuman. Hal ini relevan dalam konteks
Indonesia, di mana hubungan sosial dan ikatan kemasyarakatan sangat dijunjung tinggi.

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan filosofi Indonesia yang menghargai
keberagaman dan perbedaan. Konsep " Bhinneka Tunggal Ika ", semboyan nasional Indonesia,
secara harfiah berarti "Beragam tetapi tetap satu," yang mencerminkan prinsip dasar pluralisme
hukum di negara ini. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat, hukum agama, dan hukum
negara diakui dan berlaku berdampingan. Hal ini memungkinkan orang-orang dari latar
belakang yang berbeda untuk mematuhi hukum yang sesuai dengan kepercayaan dan adat
istiadat mereka.

Namun, pluralisme hukum juga menantang harmonisasi antara berbagai sistem hukum
yang ada. Grimsrud & Zehr, (2002) Mereka mengidentifikasi bahwa perbedaan penafsiran dan
penerapan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara sering menimbulkan konflik.
Menurut Nurlaelawati, tantangan ini memerlukan pendekatan integratif untuk menjembatani
perbedaan tersebut sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dan efektif di seluruh
Indonesia.

Dalam mengatasi tantangan ini, (Grimsrud & Zehr, 2002) juga menekankan pentingnya
reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Menurut
Lev, pendekatan yang menghormati pluralisme hukum harus memperhatikan konteks sosial
dan budaya Indonesia yang unik sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat
diterapkan secara universal.

Tantangan dalam Mengintegrasikan Filsafat Indonesia dalam Sistem Hukum Modern

Meskipun pengaruh Filsafat Nusantara terhadap perkembangan teori hukum di
Indonesia sangat signifikan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi
dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sistem hukum modern. Salah satu
tantangan utamanya adalah perbedaan antara nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam
Filsafat Indonesia dan prinsip-prinsip hukum modern, yang lebih bersifat legalistik dan
universal.

Nilai-nilai hukum adat yang seringkali bersifat lokal dan kontekstual harus disesuaikan
dengan asas-asas hukum nasional yang lebih umum dan terkodifikasi. Lev, (2000) Tantangan
utama dalam harmonisasi ini adalah bagaimana hukum adat dapat tetap dihormati dan
diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang lebih besar tanpa kehilangan hakikatnya. Lev
mengamati bahwa hukum modern sering kali menekankan kepastian hukum dan objektivitas,
yang terkadang bertentangan dengan hakikat hukum adat yang lebih fleksibel dan bergantung
pada konteks sosial Rahardjo, (2009) . Selain itu, Rahardjo menyoroti bahwa modernisasi
hukum tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.
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Jika proses ini tidak dilakukan secara cermat, maka berisiko terjadi homogenisasi hukum, yang
dapat mengabaikan keberagaman budaya dan adat istiadat setempat.

Selain perbedaan nilai, dinamika sosial yang terus berkembang, seperti urbanisasi dan
globalisasi, menimbulkan tantangan tambahan bagi keberlanjutan hukum adat dan nilai-nilai
lokal lainnya. Urbanisasi yang cepat telah menyebabkan banyak orang pindah dari desa ke
kota, yang mengakibatkan perubahan dalam cara mereka memandang hukum adat dan nilai-
nilai tradisional. Menurut Juwana, (2014) , Globalisasi menantang hukum lokal karena
masuknya nilai-nilai dan praktik hukum asing yang sering kali tidak sejalan dengan tradisi
lokal. Juwana menyarankan agar Indonesia menemukan cara untuk menjaga hukum adat tetap
relevan dan beradaptasi dengan perubahan sosial ini tanpa kehilangan esensinya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan untuk
mengadaptasi Falsafah Nusantara terhadap perubahan sosial tanpa menghilangkan hakikat
nilai-nilai tradisionalnya. Ayuni dkk., (2022) , menekankan pentingnya pendekatan yang
adaptif dan inklusif terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Indrati percaya bahwa
hukum Indonesia harus dirancang untuk mengakomodasi keragaman budaya dan tradisi
sekaligus berfungsi secara efektif dalam konteks modern.

Prospek Integrasi Filsafat Indonesia di Masa Depan

Prospek pengintegrasian Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum dan kebijakan di
Indonesia di masa mendatang menunjukkan potensi yang besar, terutama dalam upaya
membangun kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Filsafat Nusantara
dengan nilai-nilai dasarnya yang menekankan pada keselarasan, keseimbangan, dan
musyawarah sangat relevan untuk menghadapi tantangan modern, seperti kesenjangan sosial
dan perubahan sosial yang cepat. (Hutabarat, 2022) . Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi,
Filsafat Indonesia dapat menjadi dasar pengembangan pendekatan hukum yang tanggap
terhadap perkembangan terkini dan menghargai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian
dari jati diri bangsa.

Integrasi Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum Indonesia di masa mendatang dapat
berperan penting dalam mempererat kohesi sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga yang
terfragmentasi oleh dinamika sosial modern. Nilai-nilai seperti kerjasama dan musyawarah
dalam Filsafat Nusantara dapat diadopsi dalam merumuskan kebijakan publik dan
menyelesaikan konflik, sehingga menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan
(Brandenburg, 2023) . Selain itu, penerapan pendekatan terapeutik dalam sistem peradilan yang
berlandaskan pada asas-asas filsafat Indonesia dapat memberikan alternatif pendekatan disiplin
yang cenderung menghukum, dengan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan
rehabilitasi.

Namun demikian, diperlukan upaya yang konsisten untuk menyelaraskan Filsafat
Nusantara dengan asas-asas hukum modern yang berlaku secara universal guna mewujudkan
prospek tersebut. Tantangan utamanya adalah tetap menjaga hakikat nilai-nilai adat dengan
tetap berpegang pada standar-standar hukum internasional yang berlaku secara luas (Hukum,
2022). Dalam hal ini, dialog antara berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat adat,
pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat luas, menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa integrasi Filsafat Nusantara tidak hanya bersifat kosmetik tetapi juga
substantif.

Di masa mendatang, keberhasilan pengintegrasian Filsafat Nusantara ke dalam sistem
hukum dan kebijakan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk
mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam konteks modern yang dinamis. Termasuk di dalamnya
upaya pembaruan dan penguatan peran hukum adat serta penciptaan mekanisme yang
memungkinkan penerapan nilai-nilai Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, Filsafat Nusantara bukan hanya sebagai
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warisan budaya, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembangunan hukum dan sosial
berkelanjutan di Indonesia.
Pembahasan

Perkembangan teori hukum di Indonesia menunjukkan bagaimana Filsafat Nusantara
telah terintegrasi ke dalam berbagai aspek sistem hukum nasional, termasuk undang-undang,
kitab suci, dan peraturan perundang-undangan. Integrasi ini mencerminkan upaya untuk
mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus tetap relevan dalam konteks hukum modern
yang dinamis.

Salah satu contoh konkrit dari pengintegrasian filsafat Indonesia ke dalam sistem
hukum Indonesia adalah pengakuan hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal
ini menunjukkan komitmen negara untuk melestarikan dan mengintegrasikan hukum adat yang
secara langsung mencerminkan Filsafat Indonesia ke dalam kerangka hukum nasional.
(Nurcholis, 2014) .

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) juga menegaskan keberadaan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya
alam di Indonesia. UUPA mengakui bahwa tanah adat dan hak ulayat tetap diakui dan
dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan
perundang-undangan lainnya (Indonesia, 1960) . Hal ini merupakan salah satu contoh
bagaimana nilai-nilai lokal yang terkandung dalam Falsafah Nusan-tara tetap dipertahankan
dalam regulasi nasional.

Dalam literatur hukum, karya Satjipto Rahardjo, seperti "Hukum Progresif: Sebuah
Sintesis Hukum Indonesia” (2009), menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia harus
berkembang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya. Rahardjo menekankan
pentingnya hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, yang merupakan
prinsip dasar dalam Filsafat Indonesia (Rahardjo & Progresif, 2009) . Buku ini merupakan
referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum yang ingin memahami bagaimana Filsafat
Nusantara dapat diimplementasikan dalam sistem hukum modern.

Buku lain yang relevan adalah “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan
Aktualitas Pancasila” karya Yudi Latif (2011) yang membahas tentang bagaimana Pancasila
sebagai wujud konkret Filsafat Nusantara menjadi dasar bagi pembangunan hukum di
Indonesia (Latif, 2016) . Latif menitikberatkan pada pengintegrasian nilai-nilai Pancasila
dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.

Perkembangan teori hukum di Indonesia juga dapat dilihat dari upaya pengembangan
konsep hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai filsafat Indonesia (Akbari, 2023) . Misalnya,
pendekatan terapeutik dalam menyelesaikan konflik hukum yang makin diterima dalam sistem
peradilan di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai harmoni dan keseimbangan yang terkandung
dalam Filsafat Nusantara. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial
daripada sekadar menghukum dengan asas musyawarah yang merupakan salah satu pilar
Filsafat Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia yang mengakui adanya hukum adat, hukum agama, dan
hukum negara secara berdampingan merupakan salah satu perwujudan dari Filsafat Nusantara.
Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan
keleluasaan kepada masyarakat untuk memilih sistem hukum yang sesuai dengan kepercayaan
dan adat istiadatnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Fauzan, 2010) .

Contoh Penerapan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
(Nurcholis, 2014) : Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
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beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) (Antari dkk.,
2019) : Mengakui hak ulayat dan hak atas tanah ulayat dalam mengelola tanah dan sumber
daya alam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (INDONESIA, nd) :
Memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan
hukum adat.

Tantangan terbesar di masa mendatang adalah menyelaraskan Filsafat Nusantara
dengan asas-asas hukum modern yang lebih universal dan legalistik. Penyelarasan ini
memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif, sebagaimana yang dikemukakan oleh para
ahli seperti Satjipto Rahardjo dan Hikmahanto Juwana. Dialog yang berkelanjutan antara
berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat, pembuat kebijakan, dan
akademisi, sangat penting untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Nusantara tidak hanya
bersifat kosmetik tetapi juga substantif.

Dengan demikian, integrasi Filsafat Nusantara ke dalam sistem hukum Indonesia dapat
terus berkembang, sehingga terwujud tatanan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial
dengan tetap menghargai kearifan lokal yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa.

KESIMPULAN

Integrasi filsafat Indonesia ke dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan
kontribusi yang signifikan dalam menjaga pluralisme dan keadilan sosial di negeri ini. Hukum
adat sebagai manifestasi utama dari Filsafat Nusantara diakui sebagai bagian penting dari
sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pengakuan ini menunjukkan komitmen konstitusional
Indonesia untuk melestarikan dan menghargai kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam
kehidupan masyarakat.

Para ahli seperti Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn., dan Satjipto Rahardjo telah
menegaskan pentingnya hukum adat dalam struktur hukum Indonesia. Mereka menegaskan
bahwa hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis,
yang harus diakui dan dilestarikan dalam sistem hukum nasional. Pendekatan terapeutik dan
pluralisme hukum yang tercermin dalam Falsafah Nusantara juga semakin diterima dalam
menyelesaikan konflik hukum di Indonesia, menunjukkan relevansi dan pentingnya
keselarasan, keseimbangan, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Namun, masih terdapat tantangan dalam memadukan filsafat Indonesia dengan asas hukum
modern. Perbedaan antara nilai-nilai tradisional yang bersifat lokal dan kontekstual dengan
asas hukum modern yang lebih universal menuntut pendekatan yang adaptif dan inklusif.
Urbanisasi, globalisasi, dan modernisasi hukum juga menambah kompleksitas upaya
harmonisasi ini.

Ke depan, dialog berkelanjutan diperlukan antara berbagai pemangku kepentingan
untuk memastikan integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia bersifat
simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan sebagai
pilar utama dalam pembangunan hukum dan sosial Indonesia yang berkelanjutan, menciptakan
kerangka hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial dengan tetap menghargai dan
melestarikan kearifan lokal dan jati diri bangsa.
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